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ABSRACT 

 

This study aimed to examine the influence of thegovernment internal 

controlsystem, the competence human resources, financial accounting systems 

area, and functional supervision on  effectiveness of financial management 

area.The research was conducted on the regional work units  ofPariaman.This 

study used purposive sampling method. The sample  in this study is the Head of 

SKPD, Secretary of SKPD, Head of Sub Division of Finance, and Chief Financial 

administrator. The sample used in this study were 76 respondents. The statistical 

method used to test the hypothesis of the research is multiple linear regression 

analysis using SPSS.The results showed that the variables ofthegovernment 

internal controlsystem, the competence of human resources, financial accounting 

systems area, and functional supervision influence on effectiveness of financial 

management area pariaman city.  
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PENDAHULUAN 

 

 Dalam hal kewenangan 

Pemerintah Daerah yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, pemerintah melaksanakan 

otonomi daerah dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintah 

yang lebih efisien, efektif, dan 

bertanggung jawab. Kemudian 

diikuti dengan perimbangan 

kauangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut 

menimbulkan hak dan kewajiban 

yang dapat dinilai dengan uang 
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sehingga dperlukan pengelolaan 

keuangan negara yang cepat, tepat, 

dan akurat agar mencapai sasaran 

yang diinginkan dengan disertai 

perhatian pada segi-segi efisiensi 

kehematannya.  

Pengelolaan keuangan daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan 

daerah(Lamusu,2013). Pengelolaan 

keuangan daerah yang ada pada 

suatu instansi harus ditata dengan 

sedemikian rupa agar pengelolaan 

keuangan daerah berjalan dengan 

efektif.Efektivitas pengelolaan 

keuangan adalah tercapainya tujuan 

pengelolaan keuangn daerah yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan 

pengawasan yang dilaksanakan 

pemerintah daerah dalam 

melaksanakan kegiatannya. 

Dalam penyusunan dan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan 

daerah adanya Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). 

Berdasarkan Lampiran Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) atas 

laporan keuangan semester I tahun 

2014 oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) menunjukkan 

bahwa Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) 

Pemerintah Kota Pariaman untuk 

tahun 2009-2013 menunjukkan opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

kecuali pada tahun 2012 mengalami 

perubahan yaitu WTP dan tahun 

2013 kembali mendapatkan opini 

WDP.  

 

Tabel 1 

Opini Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Pariaman Tahun 2009 

s.d 2013 
No Tahun Opini 

1. 2009 Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) 

2. 2010 Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) 

3. 2011 Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) 

4. 2012 Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) 

5. 2013 Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) 

Sumber: BPK RI IHPS Semester 

1,2014 lampiran 7 

 

Sistem pengendalian intern 

merupakan salah satu unsur penting 

dalam pengelolaan suatu organisasi 

sektor publik. Masing-masing 

lembaga pemerintah sebaiknya 

memiliki suatu sistem pengendalian 

yang agar dapat meminimalkan 

risiko yang ada. Sistem pengendalian 

intern ini sangat diperlukan didalam 

pemerintahan agar terhindar dari 

kecurangan yang mungkin akan 

dilakukan oleh pihak-pihak didalam 

sebuah instansi pemerintahan 

tersebut.  

Agar pengelolaan keuangan 

menghasilkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) yang 

berkualitas maka diperlukan sumber 

daya manusia yang memahami dan 

berkompeten dalam akuntansi 

pemerintahan. Dalam penyusunan 

laporan keuangan diharapkan 

berpedoman pada standar yang telah 

ditentukan.Dalam hal ini yaitu 

Standar Akuntansi Pemerintahan.Di 

mana berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

merupakan pedoman di daam 



Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 3 

menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan. Standar akuntansi 

pemeintahan adalah syarat mutlak 

yag harus dijadikan pedoman agar 

kualitas laporan keuangan di 

Indonesia dapat ditingkatkan (Wati 

dkk,2014). 

Disamping itu dalam 

penyusunan laporan keuangan juga 

diperlukan sistem akuntansi. Di 

mana untuk menghasilkan laporan 

keuangan daerah dibutuhkan suatu 

sistem akuntansi keuangan 

daerah.Sistem akuntansi keuangan 

daerah (SAKD) merupakan suatu 

prosedur dari tahap awal 

pengumpulan data sampai pelaporan 

keuangan atas pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD (Permendagri 

No. 59 Tahun 2007). Jika sistem 

akuntansi belum dipahami maka 

akan dapat menghambat dalam 

penyusunan laporan keuangan(Wati 

dkk,2014).Dengan adanya Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah 

(SAKD) diharapkan pengelolaan 

keuangan daerah dapat berjalan 

dengan efektif agar penatausahaan 

keuangan daerah memiliki akurasi 

dan akuntabilitas yang tinggi 

(Pradita,2010) 

Selain itu, salah satu untuk 

mendukung efektifitas pengelolaan 

keuangan daerah maka dibutuhkan 

fungsi pengawasan. Dengan adanya 

pengawasan fungsional dapat 

diketahui apakah suatu instansi 

pemerintah telah melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya secara efektif dan efisien, 

serta sesuai dengan rencana, 

kebijakan yang telah ditetapkan 

(Wulandari,2013). 

Inspektorat memiliki peran 

penting sebagai pengawas fungsional 

intern pemerintah. Berdasarkan PP 

No.60 tahun 2008, inspektorat 

daerah melakukan pengawasan 

fungsional intern yaitu seluruh 

kegiatan audit, review, evaluasi 

pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksnakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien 

untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan 

pertanggungjawabannya.Dengan 

adanya pengawasan fungsional dapat 

diketahui apakah suatu instansi 

pemerintah telah melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya secara efektif dan efisien, 

serta sesuai dengan rencana, 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh 

Nurjannah Saleba (2014), Pradita 

(2010) dan Sinta Suhanda Wati 

(2010).Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah 

perluasan sampel, serta lokasi 

penelitian. 

Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah sistem 

pengendalain intern pemerintah 

berpengaruh  terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah , 

apakah kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh  terhadap 

efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah, apakah Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah berpengaruh 

terhadap Efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah, dan apakah 

pengawasan fungsional berpengaruh  

terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahuipengaruh Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah 
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terhadap Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pengaruh 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

terhadap efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah., pengaruh Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah 

terhadap Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dan pengaruh 

pengawasan fungsional terhadap 

efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

 

TELAAH PUSTAKA DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Efektivitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah adalah merupakan 

suatu sistem nilai yang digunakan 

setiap organisasi (lembaga) untuk 

dapat mengukur keberhasilan 

(prestasi) dari suatu kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah 

(Halim, 2007:330). 

 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah 

Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah 

adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan asset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 

Kompetensi mencakup tugas, 

keterampilan, sikap, dan apresiasi 

yang harus dimiliki oleh sumber 

daya manusia organisasi untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan 

sesuai dengan yang dibebankan oleh 

organisasi. Kompetensi yang harus 

dikuasai oleh sumber daya manusia 

perlu dinyatakan sedemikan rupa 

agar dapat dinilai, sebagai wujud 

hasil pelaksanaan tugas yang 

mengacu pada pengalaman langsung. 

 

Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah 

Menurut Darise 

(2008:41)sistem akuntansi keuangan 

daerah adalahserangkaian proses atau 

prosedur, yang dimulai dari 

pencatatan, penggolongan dan 

peringkasan transaksi dan/atau 

kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

 

Pengawasan Fungsional   

Sonny Sumarsono 

(2010:253)menyatakan bahwa 

pengawasan fungsional adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat pegawasan fungsional, baik 

yang berasal dari lingkungan internal 

pemerintah maupun yang berasal 

dari lingkungan eksternal 

pemerintah. Sasaran pelaksanaan 

pengawasan ini mencakup baik 

pelaksanaan tugas umum pemerintah 

maupu pelaksanaan pembangunan. 

Tujuannya adalah agar pelaksanaan 

tugas umum dan pembangunan itu 

sesuai rencana peraturan perundang-

undangan pemerintah. 
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Pengaruh Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Terhadap 

EfektivitasPengelolaan Keuangan 

Daerah 

Apabila sistem pengendalian 

intern pemerintah dilaksanakan, 

maka keandalan pelaporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi serta 

kepatuhan terhadap perundang-

undangan bisa tercapai sehingga 

pengelolaan keuangan daerah 

akanterlaksana secara efektif. Salah 

satu unsur penting dalam 

pengelolaan keuangan daerah adalah 

Sistem Pengendalian Intern, masing-

masing lembaga pemerintah harus 

memiliki sistem pengendalian intern 

agar dapat meminimalkan risiko 

yang ada. 

 

Pengaruh Kompetensi sumber 

Daya Manusia Terhadap 

Efektifitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Suatu sistem dapat terlaksana 

dengan baik apabila sumber daya 

manusia dalam pemerintahan 

memiliki pengembangan yang 

berbasis kompeten sehingga dapat 

memberikan sasaran organisasi 

dengan standar kinerja yang sudah 

ditetapkan. Agar pengelolaan 

keuangan daerah menghasilkan 

LKPD yang berkualitas diperlukan 

sumber daya manusia yang 

memahami serta berkompeten 

pemerintahan. Dengan adanya 

kompetensi sumber daya manusia 

maka waktu pembuatan laporan 

keuangan akan dapat dihemat. 

 

Pengaruh Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Terhadap 

Efektifitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Sistem akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) bertujuan untuk 

akuntabilitas, manajerial dan 

pengawasan yang hasil akhirnya 

adalah informasi keuangan. 

Informasi keuangan tersebut akan 

digunakan untuk pengambilan 

keputusan-keputusan, tindakan-

tindakan dan kebijakan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran 

pengelolaan keuangan daerah. Untuk 

mengelola keuangan daerah 

membutuhkan suatu perencanaan, 

perencanaan ini digunakan agar 

keuangan daerah menjadi lebih 

transparan dan akuntabilitas sehingga 

informasi yang terdapat didalam 

keuangan daerah dapat berguna 

untuk tahun berikutnya. 

 

Pengaruh Pengawasan Fungsional 

Terhadap Efektifitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Dengan adanya pengawasan 

fungsional dari pihak internal dan 

eksternal maka akan menjamin 

terlaksananya penyelenggaraan tugas 

umum pemerintahan dan 

pembangunan yang bersih dan 

berwibawa dan pengelolaan 

keuangan secara ekonomis, efisien 

dan efektif serta mencegah 

penyimpangan-penyimpangan atau 

hambatan dalam pelaksanaan 

keuangan daerah sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku. Pengawasan 

fungsional merupakan bagian 

penting dalam praktik pengawasan di 

Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada 

lingkungan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) kota Pariaman. 

Waktu penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2015 sampai selesai. 
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Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai dilingkungan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kota Pariaman pada tahun 

2014.  

Pemelihan sampel penelitian 

ini didasarkan pada metode 

purposive sampling, dimana sampel 

dipilih berdasarkan kriteria 

tertentu.Responden dalam penelitian 

ini adalah para pegawai yang 

melaksanakan fungsi sebagai kepala 

SKPDdan akuntansi/tata usaha 

keuangan pada SKPD Kota Pariaman 

yang berjumlah 19 SKPD pada tahun 

2014. Penentuan kriteria sampel 

didasarkan pada alasan bahwa 

Kepala SKPD, Kepala Sub Bagian 

Keuangan, Sekretaris Keuangan, dan 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD merupakan pihak yang terkait 

langsung dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 76 orang 

yang didapat dari jumlah untuk 

19SKPD  yang ada dan masing-

masing SKPD ada 4 responden. 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian survei, yaitu informasi 

yang dikumpulkan dari responden 

menggunakan kuesioner dengan 

teknik pengumpulan informasi yang 

dilakukan yaitu menyusun daftar 

pertanyaan. 

Adapun sumber data yang 

digunakan adalah data primer. Data 

primer adalah sumber data 

dilakukan, dalam hal ini berasal dari 

jawaban yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2012:193). Metode 

analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Statistical 

Package for Sosial Sciences 21 

(SPSS 21). 

 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel 

 

Variabel umumnya 

dikategorikan menjadi variabel 

dependen dan variabel independen. 

 

Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah efektifitas 

pengelolaan keuangan daerah (Y). 

Dengan 9 item pertanyaan sesuai 

dengan tujuan pengelolaan keuangan 

daerah yang dikemukakan oleh 

Halim (2007) yaitu tanggung jawab, 

dapat memenuhi kewajiban 

keuangan, kejujuran, hasil guna yang 

efektif dan efisiensi serta 

pengendalian. Pengembangan 

indikator pertanyaan kuesioner 

diambil dari Lamusu (2010). 

 

Variabel Independen (X) 

a. Sistem Pengendalian Intern 

(X1) 

Sistem Pengendalian Intern  

Pemerintah (SPIP) menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 adalah Sistem 

Pengendalian Intern yang 

diselenggarakan secara menyeluruh 

di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Dengan 15 item 

pertanyaan sesuai dengan unsur 

sistem pengendalian internal yang 

terdapat dalam PP No.60 Tahun 

2008 Tentang SPIP. Pengembangan 

indikator pertanyaan kuesioner 

diambil dari Zalni (2013). 

b. Kompetensi Sumber Daya 

Manusia (X2) 

Kompetensi sumber daya 

manusia adalah suatu keterampilan, 

pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang yang terlibat 

dalam suatu organisasi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan 
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organisasi yang telah 

ditetapkan.Dengan 9 item pertanyaan 

sesuai dengan Penjelasan 

AtasPeraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 11 

Tahun 2008, yaitu kompetensi 

sumber daya manusia terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku individu. Pengembangan 

indikator pertanyaan kuesioner 

diambil dari Fadilah (2013). 

c. Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (X3) 

Sistem akuntansi pemerintahan 

daerah adalah meliputi serangkaian 

prosedur mulai dari proses 

pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan 

pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara 

manual atau menggunakan aplikasi 

komputer (Permendagri No. 13 

Tahun 2006). Dengan 10 item 

pertanyaan. Pengembangan indikator 

pertanyaan kuesioner diambil dari 

Permadi (2013). 

d. Pengawasan Fungsional (X4) 

Sonny Sumarsono 

(2010:253)menyatakan bahwa 

pengawasan fungsional adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat pegawasan fungsional, baik 

yang berasal dari lingkungan internal 

pemerintah maupun yang berasal 

dari lingkungan eksternal 

pemerintah.Dengan 12 item 

pertanyaan sesuai dengan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 

74 Tahun 2001 yaitu pengawasan 

fungsional dilakukan melalui 

pemeriksaan, pengujian, pegusutan 

dan penilaian. Pengembangan 

indikator pertanyaan kuesioner 

diambil dari Suhanda (2010). 

 

 

Analisis Regresi Berganda 

Pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi 

berganda untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen 

(Sistem Pengendalian Intern, 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

dan Pengawasan Fungsional) 

terhadap Efektifitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

Persamaan regresi dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

Y = α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + 

e 

Keterangan: 

Y   = Efektifitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

α           = Konstanta 

β1,β2, β3= Koefisien regresi 

X1 = Sistem Pengendalian Intern 

X2 = Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 

X3 = Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

X4 = Pengawasan Fungsional  

e   = Disturbance Error 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Data Penelitian  

Kuesioner dibagikan kepada 19 

SKPD Pemerintah Kota Pariaman 

(76 orang).Kuesioner yang dibagikan 

sebanyak 76 buah dan kembali 

semuanya.Distribusi ke  kuesioner 

tersebut ditunjukkan pada tabel 2 

berikut ini. 

 

Tabel 2 

Karakteristik Data Penelitian 
Keterangan jumlah 

Kuesioner yang dikirim 76 

Kuesioner yang diambil 76 

Kuesioner yang dapat 76 
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digunakan 

Kuesioner yang tidak 

kembali  

0 

Tingkat pengembalian 

yang digunakan (76/76 x 

100%) 

100%  

Sumber: Data Olahan Penelitian 

2015 

 

Karakteristik Responden 

Penelitian 

Karakteristik lama masa kerja, 

responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh pegawai yang masa 

kerjanya lebih dari 5 (lima) tahun 

dengan jumlah responden sebanyak 

67 pegawai (88%), kemudian diikuti 

oleh responden yang lama masa 

kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun 

sebanyak 9 pegawai (12%). Dengan 

masa kerjanya yang lebih lama bearti 

pegawai ditiap instansi pemerintah 

sudah memahami dengan baik 

tentang pengelolaan keuangan daerah 

nya. 

Dilihat dari karakteristik 

tingkat pendidikan, responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh 

responden dengan tingkat pendidikan 

Strata satu (S1), yaitu sebanyak 

62pegawai (82%). Menunjukkan 

bahwa pegawai dengan tingkat 

penddikan Strata Satu (S1) dapat 

memahami efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah dengan baik, 

kemudian di ikuti oleh responden 

dengan latar belakang pendidikan 

Strata Dua (S2) sebanyak 14 pegawai 

(18%). Menunjukkan bahwapegawai 

dengan tingkat pendidikan Strata 

Dua (S2) lebih memahami efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah dengan 

baik dan tidak ada pegawai dengan 

tingkat pendidikan S3,Diploma dan 

SMA. 

Dilihat dari karakteristik latar 

jenis kelamin yang jenis kelamin pria 

sebanyak 55 orang atau sebesar 72%. 

Sedangkan yang berjenis kelamin 

wanita sebanyak 21 orang atau 

sebesar 28%.  

 

Hasil Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif variabel 

dalam penelitian ini dapat 

digambarkan seperti tabel 3 berikut 

ini : 

 

Tabel 3 

Hasil Statistik Deskriptif 
 N Min

. 

Ma

x. 

Mean Std. 

Deviati

on 

Rata-

Rata 

Teorit

is 

Efektivitas 

Pengelolaa

n 

Keuangan 

Daerah 

7

6 

28,0

0 

45,0

0 

357,10

5 

358,819  
 27 

Sistem 

Pengendali

an Intern 

Pemerintah 

7

6 

50,0

0 

71,0

0 

601,31

6 

535,996 45 

Kompetens

i Sumber 

Daya 

Manusia 

7

6 

20,0

0 

44,0

0 

358,15

8 

448,913 27 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

7

6 

29,0

0 

49,0

0 

397,10

5 

427,338 30 

Pengawasa

n 

Fungsional 

7

6 

33,0

0 

58,0

0 

455,92

1 

481,713 36 

Valid N 

(listwise) 

7

6 

     

 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 

 

Hasil Uji Kualitas Data 

Pengujian validitas dan 

reliabilitas data dilakukan secara 

keseluruhan pada seluruh jumlah 

item pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur variabel-variabel 

penelitian dengan menggunakan 

program SPSS versi 21.0 for 

windows. 

 

Hasil Uji Validitas Data 

Uji validitas data digunakan 

untuk mengukur sah atau tidak suatu 

kuesioner.Di mana keseluruhan 

variabel penelitian terdiri dari 55 

pernyataan yang harus dijawab oleh 

responden. Uji signifikansi dilakukan 
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dengan membandingkan nilai rhitung 

dengan r tabel untuk degree of 

freedom (df) = n – 2 dengan alpha 

0.05, n adalah jumlah sampel. Dalam 

penelitian ini df = n-2 (76-2) = 

74,sehingga didapat rtabel untuk df 

(74) = 0.226. 

Berdasarkan hasil uji validitas 

dari keseluruhan instrumen 

pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur variable-variabel dalam 

penelitian ini dinyatakan valid, hal 

ini dapat dilihat dari nilai rhitung>nilai 

rtabel.Dimana nilai rtabel untuk sampel 

sebanyak 76 adalah 0,226. 

 

Hasil Uji Reliabilitas Data  

Setelah dilakukan uji validitas, 

langkah selanjutnya adalah 

melakukan ujireliabilitas data yaitu 

dengan melihat nilai cronbach’s 
alpha. Jika nilai Cronbach’s alpha 

lebih besar dari 0.6 maka kuesioner 

penelitian tersebut dinyatakan 

reliabel. 

Untuk melihat hasil reliabilitas 

variabel pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Realibilitas Data 

Variabel Penelitian 

Nilai 

Cronbach's 

Alpha 

Keterangan 

Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Y) 

0,617 Reliabel  

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah(X1) 

0,766 Reliabel 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia(X2) 
0,734 Reliabel 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah (X3) 
0,728 Reliabel 

Pengawasan Fungsional 

(X4) 

0,689 Reliabel 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah 

pengujian pada variabel penelitian 

dengan model regresi, apakah dalam 

variabel dan model regresinya terjadi 

kesalahan. 

 

Uji Normalitas Data 

Hasil pengujian normalitas 

data dengan P-P Plotuntuk variabel 

dependen (Y) efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah dapat dilihat pada 

gambar 1berikut: 
Gambar 1 Normal P-P Plot Regresion 

Standardized Residual 
 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 
 

Dari grafik P-P Plot dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar di 
sekitar garis diagonal dan 
penyebarannya mengikuti arah garis 
diagonal.Dengan demikian, data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
memenuhi asumsi normalitas. 

 

Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

Tabel 5 

 Hasil Uji Multikolinieritas Data 
Model Tolerance VIF Keterangan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

(X1) 

0,464 2,155 

Tidak ada 

Multikolinier 

 Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia (X2) 

0,691 1,446 

Tidak ada 

Multikolinier 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(X3) 

0,393 2,545 
Tidak ada 

Multikolinier 

Pengawasan 

fungsional (X4) 

0,944 1,060 Tidak ada 

Multikolinier 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pengujian 

pada tabel 5 diatas, karena 

nilaitolerance yang dihasilkan 

berkisar antara 0,1 sampai 1,0 dan 

nilai VIF untuk semua variabel 

memiliki nilai diantara 1 sampai 10, 

maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat multikolinieritas antar 

variabel independendalam penelitian 

ini. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada gambar 2 berikut: 

 

Gambar 2 

Scatterplot 

 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 

 

Dari grafik scatterplot di atas 

terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta penyebarannya 

terletak di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Untuk menentukan ada 

tidaknya autokorelasi dalam 

penelitian ini, maka dapat dilihat 

pada tabel 6 berikut: 

 

Tabel 6 

 Hasil Uji Autokorelasi 

N K dL dU 
4-

dU 

4-

dL 

Dur

bin-

Wats

on 

Keputu

san 

7

6 

4 1,5

190 

1,7

399 

2,2

601 

2,4

81 

2,22

5 

Tidak 

terdapat 

Autoko

relasi 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 

 

Berdasarkan tabel hasil uji 

autokorelasi diatas diketahui nilai 

dhitung (Durbin Watson) 2,225 dan 

nilai batas atas Durbin Watson 

sebesar 1,7399. Nilai 1.7399 dapat di 

lihat dari tabel Durbin Watson 

dengan n = 76 dan k = 4, dimana k 

adalah banyaknya variabel 

independen. Oleh karena nilai 

dU<dW<4-dU atau 1,7399<2,255< 

2,2601. Dapat disimpulkan, tidak 

terdapat autokorelasi dalam model 

penelitian. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

Y = α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + 

e 

Keterangan: 

Y = Efektifitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 = Konstanta 

β1,β2, β3 = Koefisien regresi 

X1 = Sistem Pengendalian 

Intern 

X2 = Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

X3 = Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

X4 = Pengawasan Fungsional  

E = Disturbance Error 

Dari pengolahan data komputer 

program SPSS, maka hasil analisis 

regresi linear berganda pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

7 berikut ini:  



Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 11 

Tabel 7 

Hasil Uji Regresi 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

 

 

t 

 

 

Sig. 

 B Std. Error Beta   

(constant) -4,490 2,923  -

1,53

6 

,129 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

 

,265 

 

,056 

 

,395 

 

4,73

5 

 

,000 

Kompetensi 

Sumber 

Daya 

Manusia 

 

,126 

 

,056 

 

,158 

 

2,27

0 

 

,026 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

 

,322 

 

,078 

 

,384 

 

4,11

3 

 

,000 

Pengawasan 

Fungsional 

 

,153 

 

,044 

 

,206 

 

3,52

3 

 

,001 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Uji t dilakukan pada signifikan 

5% (α = 0,05), maka t tabel dapat 
diketahui sebagai berikut: 

ttabel = n – k – 1: alpha/ 2 

= 76 – 4 –1: 0.05/ 2 

= 71 : 0,025 

= 1,994 

Hasil pengujian hipotesisis secara 

parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 

8 berikut: 

Tabel 8 

Hasil Uji t 
Variabel 

Bebas 

t 

Tabe

l 

t 

Hitun

g 

Sig.  Keteranga

n  

Sistem 

Pengendalia

n Intern 

Pemerintah 

1,994 4,735 
0,00

0 

H1 

diterima 

Kompetensi 

Sumber 

Daya 

Manusia 

1,994 2,270 
0,02

6 

H2 

diterima 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

1,994 4,113 
0,00

0 

H3 

diterima 

Pengawasan 

Fungsional 

1,994 3,523 0,00

1 

H4 

diterima 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 

 

 

Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Berpengaruh 

Terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat 

dilihat bahwa >  yaitu 

4,735> 1,994 dan sig.t (0.000) < 0.05 

dengan demikian ditolak dan 

diterima. 

Hasil penelitian ini didukung 

dengan penelitian Saleba (2014), 

menemukan hasil penelitiannya 

bahwa sistem pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) berpengaruh 

terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Hal 

yang sama juga dilakukan oleh 

Simanungkalit (2013), yang 

menemukan bahwa sistem 

pengendalian intern berpengaruh 

terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

Hasil Uji Hipotesis Kedua 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia Berpengaruh Terhadap    

Efektivitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Berdasarkan tabel 4.9 di atas 

dapat dilihat bahwa >  

yaitu 2,270> 1,994 dan sig.t (0.026) 

< 0.05 dengan demikian ditolak 

dan diterima. 

Hasil penelitian ini didukung 

dengan penelitian Saleba (2014), 

menemukan  bahwa kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah Berpengaruh Terhadap    

Efektivitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Berdasarkan tabel 4.9 di atas 

dapat dilihat bahwa >  

yaitu 4,113> 1,994 dan sig.t (0.000) 
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< 0.05 dengan demikian ditolak 

dan diterima. 

Hasil penelitian ini didukung 

oleh hasil penelitian Pradita (2010) 

tentang sistem akuntansi 

keuangandaerah (SAKD) pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ciamis dapat disimpulkanbahwa 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

(SAKD) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Pengawasan Fungsional 

Berpengaruh Terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat 

dilihat bahwa >  yaitu 

3,523> 1,994 dan sig.t (0.001) < 0.05 

dengan demikian ditolak dan 

diterima. 

Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Wati (2010), tentang analisis atas 

pengawasan fungsional pengaruhnya 

terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah pada inspektorat 

kota Bandung. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa pengawasan 

fungsional berpengaruh terhadap 

efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah pada pemerintahan kota 

Bandung. 

 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 

(R
2
) 

Berikut hasil uji koefisien 

determinasi dalam penelitian ini : 

 

Tabel 9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,876a ,768 ,755 1,77766 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

SPSS 21 

Berdasarkan tabel diatas, 

diketahui nilai R Square sebesar 

0,768. Artinya adalah bahwa variabel 

independen dapat menjelaskan 

variabel dependen adalah sebesar 

76,8%. Sedangkan sisanya 23,2% 

dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji variabelpengaruh sistem 

pengendalian intern pemerintah, 

kompetensi sumber daya manusia, 

sistem akuntansi keuangan daerah 

dan pengawasan fungsional terhadap 

efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah yang berada di Kota 

Pariaman. Dari hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian pertama 

menunjukkan bahwa Sistem 

pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) 

berpengaruh positif terhadap 

Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Hasil 

penelitian ini didukung 

dengan penelitian Saleba 

(2014), Simanungkalit (2013) 

menemukan hasil 

penelitiannya bahwa sistem 

pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) 

berpengaruh terhadap 

efektivitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Hasil pengujian kedua 

menunjukkan bahwa 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia berpengaruh positif 

terhadap Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Hasil penelitian ini 
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didukung dengan penelitian 

Saleba (2014), menemukan  

bahwa kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh 

terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. 

3. Hasil penelitian ketiga 

menunjukkan bahwa Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah 

berpengaruh positif terhadap 

Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Hasil 

penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian Pradita 

(2010)tentang sistem 

akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ciamis 

dapat disimpulkanbahwa 

Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan 

daerah. 

4. Hasil penelitian keempat 

menunjukkan bahwa 

Pengawasan Fungsional 

berpengaruh positif terhadap 

Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Hasil 

penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan 

oleh Wati (2010), tentang 

analisis atas pengawasan 

fungsional pengaruhnya 

terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah 

pada inspektorat kota 

Bandung. Dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa 

pengawasan fungsional 

berpengaruh terhadap 

efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah pada 

pemerintahan kota Bandung.  

5. Nilai R Square (R
2
) sebesar 

0,768 (76,8%), ini 

menerangkan bahwa 

Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Kota 

Pariaman dipengaruhi oleh 

faktor Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah dan 

Pengawasan Fungsional 

76,8%. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, ada beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan, 

yaitu : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian selanjutnya 

sebaiknya memerluas daerah 

penelitian dan memerbanyak 

jumlah responden.Untuk 

penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan penambahan 

variabel penelitian untuk 

menemukan variabel-variabel 

lain yang berpengaruh kuat 

terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah 

seperti teknologi informasi 

akuntansi dan lain-lain. 

2. Bagi Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah literatur 

mengenai sistem pengendalian 

intern pemerintah, kompetensi 

sumber daya manusia, sistem 

akuntansi keuangan daerah dan 

pengawasan fungsional 

terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah.  

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan 

masukan atau pertimbangan 
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untuk dapat meningkatkan 

sistem pengendalian intern 

pemerintah, kompetensi 

sumber daya manusia, sistem 

akuntansi keuangan daerah dan 

pengawasan fungsional agar 

pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintah daerah dapat 

berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan 

masyarakat mengenai pengaruh 

pemahaman sistem 

pengendalian intern 

pemerintah, kompetensi 

sumber daya manusia, sistem 

akuntansi keuangan daerah dan 

pengawasan fungsional kota 

pariaman terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

Sehingga masyarakat sebagai 

pengguna laporan dapat 

mengetahui secara jelas 

mengenai efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah. 
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